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¢ %% GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang
merupakan pengganti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun
2010 menyatakan bahwa gambaran keuangan daerah pada dasarnya
dimaksudkan untuk menjelaskan tentang kapasitas atau kemampuan
keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan
daerah. Analisis ini didasarkan atas informasi yang dapat mempengaruhi
pertumbuhan pendapatan daerah seperti angka rata-rata pertumbuhan
pendapatan daerah masa lalu, asumsi indikator makroekonomi,
kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah serta
kebijakan di bidang keuangan negara.

Pengelolaan keuangan daerah diselenggarakan sesuai dengan
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor
13 Tahun 2006 yang kemudian diubah dan dilengkapi dengan ketentuan
baru yang diatur dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Permendagri
Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Permendagri Nomor
13 tahun 2006 serta Peraturan Daerah yang mengatur tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2003 telah dikeluarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang menjadi landasan
pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengelola keuangan
daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah
berdasarkan kewenangan pada masing-masing tingkatan pemerintahan.
Dalam upaya mendorong kemandirian pengelolaan pembangunan daerah,

maka arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah dititikberatkan pada
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kemandirian pemanfaatan sumberdaya daerah secara optimal, efisien,

dan efektif guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah memberikan penegasan tentang tata cara pengelolaan
keuangan daerah yang disusun dengan pendekatan kinerja. Peraturan ini
mengubah sistem anggaran dari sistem anggaran yang disusun dengan
metode incremental menjadi sistem anggaran yang berbasis pada kinerja.
Sistem ini menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, dan evaluasi

yang memadai dari semua pemangku kepentingan.

3.1. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Sumber pendapatan daerah yang dikelola oleh Pemerintah
Kabupaten Banggai Kepulauan meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD),
dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. PAD terdiri dari
pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba perusahaan milik daerah atau
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD
yang sah. Dana Perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana
Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP), dan Dana Bagi
Hasil Bukan Pajak (DBHBP).

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada
intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah terutama
sumber penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam hal ini
pajak daerah dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah,
serta penerimaan lain-lain PAD yang sah. Kebijakan pengelolaan
pendapatan daerah juga dilakukan dengan mengoptimalkan dana

perimbangan termasuk dana alokasi khusus dan dana bagi hasil.

PadaTabel 3.1 berikut disajikan data realisasi pendapatan
Kabupaten Banggai Kepulauan sejak tahun 2011 sampai dengan tahun
2017 Triwulan III, dan Tabel 3.2 yang menyajikan hasil analisis terhadap
realisasi pendapatan daerah dalam kurun waktu tersebut. Data dalam

kedua tabel tersebut menunjukkan bahwa;
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1. Dalam kurun waktu 2011 - 2017, Pendapatan Daerah
berfluktuasi dari 502,06 milyar rupiah pada Tahun 2011
meningkat menjadi 616,5 milyar pada Tahun 2013 namun
menurun pada Tahun 2014 menjadi 486,70 milyar rupiah;
untuk kemudian terus meningkat menjadi 606,23 milyar
rupiah; 704,94 milar rupiah masing-masing untuk Tahun
2015 dan 2016. Untuk Tahun 2017, pendapatan daerah
dianggarkan sejumlah 729,28 milyar rupiah dan sampai
dengan triwulan III telah terealisasi sejumlah 545,20 milyar
rupiah atau 74,76 persen dari sasaran anggaran. Rata-rata
pertumbuhan pendapatan daerah selang Tahun 2014 - 2017
adalah sebesar 10,76 persen pertahun. Menurunnya secara
tajam pendapatan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di
Tahun 2014 satu sama lain sebagai konsekwensi dari
pemekaran daerah menjadi Kabupaten Banggai Kepulauan
dan Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2013;

2. Jumlah PAD terus mengalami peningkatan dari 9,374 milyar
rupiah di Tahun 2011 menjadi 20,8 milyar rupiah di Tahun
2015 namun mengalami penurunan pada Tahun 2016
menjadi 18,881 milyar rupiah, dan dianggarkan lebih rendah
lagi pada Tahun 2017 yaitu sebesar 17,00 milyar rupiah.
Rata-rata pertumbuhan pendapatan asli daerah selang Tahun
2014-2017 adalah sebesar 3,56 persen pertahun, dengan
demikian ratio PAD terhadap Pendapatan Daerah menurun
dari 3,29 persen dan 3,43 persen masing-masing pada Tahun
2014 dan 2015 menjadi 2,68 persen di Tahun 2016 dan 2017.
Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur Pendapatan Daerah
Kabupaten Banggai Kepulauan dalam periode 2011 - 2015
mengalami kecenderungan positif yakni tingkat
ketergantungan Pendapatan Daerah menurun dari 98,13
persen di Tahun 2011 menjadi 96,57 persen di Tahun 2015.
Namun pada Tahun 2016 dan 2017 pendapatan daerah
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3.

4.

menjadi semakin tergantung kepada dana transfer, terutama
dana transfer dari Pemerintah Pusat; tingkat ketergantungan
meningkat menjadi 97,32 persen;

Jumlah Dana Perimbangan yang diterima berfluktuasi dari
399,916 milyar rupiah di Tahun 2011 yang meningkat
menjadi 458,445 milyar rupiah dan 548,548 milyar rupiah
masing-masing untuk Tahun 2012; dan 2013; lalu berkurang
menjadi 423,598 milyar rupiah di Tahun 2014, tetapi
kemudian terus meningkat masing-masing menjadi 488,953
milyar rupiah, 575,069 milyar rupiah pada Tahun 2015 dan
2016. Dalam Tahun 2017 dianggarkan dana perimbangan
sebesar 588,730 milyar rupiah yang sampai dengan triwulan
III telah terealisasi sebesar 458,956 milyar rupiah atau 77,96
persen dari target anggaran. Dalam periode 2014-2017 jumlah
dana perimbangan cenderung meningkat dengan rata-rata
pertumbuhan 11,80 persen per tahun, lebih tinggi dari pada
rata-rata pertumbuhan Pendapatan Daerah. Dengan
demikian, maka terdapat kecenderungan kontribusi Dana
Perimbangan, menimgkat;

Jumlah Dana Penyesuaian menurun dari 82,917 milar rupiah
di Tahun 2011 menjadi 35,765 milyar rupiah di Tahun 2014,
kemudian meningkat secara konsisten menjadi 85,001 milyar
rupiah di Tahun 2016 dan dianggarkan menjadi 108,556
milyar rupiah di Tahun 2017. Dari jumlah yang dianggarkan
tersebut, sampai dengan September 2017 telah terealisasi
sejumlah 65,133 milyar rupiah atau 60 persen dari anggaran.
Dalam periode 2014 - 2017 jumlah dana penyesuaian
meningkat rata-rata 51,66 persen per tahun;

Pendapatan yang bersumber dari Transfer Pemerintah
Provinsi juga bersifat fluktuatif namun fluktuasinya tidak
drastis seperti yang terjadi di Tahun 2013 dan 2014.

Kecenderungannya meningkat dari 7,248 milyar rupiah di
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Tahun 2011 menjadi 16,223 milyar rupiah di Tahun 2016.
Dalam Tahun 2017 dianggarkan sejumlah 13,695 milyar
rupiah. Tidak ada alasan yang jelas untuk menurunkan
anggaran dari sumber dana ini sementara target
pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah untuk Tahun 2017
tetap tinggi yaitu 11 persen. Dalam periode 2014 - 2017
jumlah dana transfer dari Pemerintah Provinsi meningkat
rata-rata 13,00 persen per tahun;

Pendapatan yang berasal dari sumber Lain-lain Pendapatan

Daerah Yang Sah jumlahnya fluktuatif dari 2,599 milyar

rupiah di Tahun 2011 menjadi 9,761 milyar rupiah di Tahun

2016, diselingi oleh penurunan drastis jumlah penerimaan

yang terjadi pada Tahun 2012 dan 2014. Walaupun bersifat

fluktuatif, namun terdapat kecenderungan positif akan
meningkatnya Lain-lain pendapatan daerah yang sah;

Perkembangan Tax Ratio yaitu ratio penerimaan Pajak

terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang

menunjukkan efektifitas penarikan pajak dari perekonomian
daerah. Analisis atas hal ini dibedakan dalam dua lingkup,
yaitu: a). dari Pendapatan Pajak yang ditarik oleh Pemerintah

Kabupaten, Tax Ratio 1; dan b). dariPajak yang ditarik oleh

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi atas ekonomi

regional kabupaten, Tax Ratio 2;

a. Perkembangan Tax Ratio 1 bersifat fluktuatif namun
cenderung meningkat dari 0,13 persen pada Tahun 2011
menjadi 0,15 persen pada Tahun 2016. Secara rata-rata,
tax ratio 1 dalam periode 2011 — 2016 adalah sebesar 0,14
persen. Hal ini menunjukkan meningkatnya efektifitas
penarikan pajak daerah yang dilakukan oleh Pemerintah
Kabupaten Banggai Kepulauan selang kurun waktu 2011 —

2016;
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b. Perkembangan Tax Ratio 2 menurun secara signifikan dari
2,24 persen pada Tahun 2011 menjadi 1,02 persen di Tahun
2016. Penurunan ini terutama diakibatkan penurunan pada
Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Pusat. Hal yang agak
rancu dari analisis ini adalah karena dalam periode 2011 —
2014, data yang tersedia adalah dana bagi hasil pajak yang
digabung dengan dana bagi hasil bukan pajak sehingga
dalam periode tersebut angka tax ratio 2 masih mengandung
bagi hasil bukan pajak dari Pemerintah Pusat. Mulai Tahun
2015, pos penerimaan dipisahkan antara dana bagi hasil
pajak dengan dana bagi hasil bukan pajak, sehingga Tax
Ratio 2 Tahun 2015 - 2016 menunjukkan kondisi nyata
efektifitas berbagai penarikan pajak terhadap ekonomi
Kabupaten Banggai Kepulauan yang meningkat dari 0,95
persen di Tahun 2015 menjadi 1,02 persen di Tahun 2016 ;

8. Retribution Ratio yaitu ratio Pendapatan Retribusi terhadap

PDRB menunjukkan beban penarikan retribusi terhadap
ekonomi, menunjukkan angka yang fluktuatif yaitu dari 0,10
persen pada Tahun 2011 menjadi 0,20 persen dan 0,16 persen
masing-masing untuk Tahun 2012 dan 2013. Namun, sejak
Tahun 2014, retribution ratio meningkat secara signifikan yaitu
dari 0,04 persen pada Tahun 2014 menjadi 0,09 persen di
Tahun 2016, bahkan direncanakan menjadi 0,12 persen di
Tahun 2017. Fenomena ini mengindikasikan bahwa; (i). sebelum
pemekaran, potensi retribusi berada di bagian daerah yang
kemudian menjadi Kabupaten Banggai Laut, satu sama lain
karena di wilayah tersebut sudah lebih dahulu tumbuh dan
berkembang unit-unit usaha formal; dan (ii). Setelah pemekaran
Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Ilebih aktif
melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi obyek-obyek

retribusi.
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Tabel 3.1.
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan 2011-2017

NO URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017A 2017TW3

1 PENDAPATAN DAERAH 502,056,520,668 | 539,609,080,172 | 616,517,108,347 | 486,705,748,611 | 606,230,528,648 | 704,936,610,568 | 729,280,594,950 | 545,206,771,304
PENDAPATAN ASLI DAERAH

1.1 (PAD) 9,374,323,059 13,499,831,004 14,323,648,815 16,015,577,697 20,792,119,456 18,881,088,871 17,000,965,000 11,813,903,285

111 Pendapatan Pajak Daerah 4,261,449,147 3,985,503,188 3,768,093,256 3,983,107,745 3,781,630,318 4,468,414,241 3,660,644,000 3,161,096,747

1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah 1,856,436,509 3,957,274,738 3,619,757,429 1,005,384,682 1,666,422,300 2,727,335,557 3,919,225,000 3,130,942,655
Pendapatan Hasil Pengelolaan

1.1.3 Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 344,616,813 107,117,837 323,912,311 222,525,062 481,296,831 647,152,239 605,000,000 735,421,199

1.14 Lain-lain PAD yang Sah 2,911,820,590 5,449,935,241 6,611,885,756 10,804,560,208 14,862,770,006 11,038,186,833 8,816,096,000 4,786,442,684

1.2 PENDAPATAN TRANSFER 490,082,284,609 | 525,037,043,668 | 598,860,415,532 | 469,403,584,789 | 579,211,281,217 | 676,293,920,063 | 710,981,397,000 | 532,737,629,319
Transfer Pemerintah Pusat - Dana

121 Perimbangan 399,916,295,850 | 458,445,639,121 | 548,548,705,695 | 423,598,424,169 | 488,953,847,070 | 575,069,246,603 | 588,729,883,000 | 458,956,582,155

1.2.1.1 | Dana Bagi Hasil Pajak 10,118,392,867 9,764,501,628 6,400,499,000 5,825,970,341
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak 27,992,316,258 28,632,302,121 27,975,007,695 13,868,904,169

1.2.1.2 | (Sumber Daya Alam) 5,152,264,203 5,723,323,975 8,630,915,000 10,020,595,314

1.2.1.3 | Dana Alokasi Umum (DAU) 323,380,879,592 | 371,918,157,000 | 446,340,738,000 | 347,051,160,000 | 410,850,710,000 | 455,778,935,000 | 457,278,915,000 | 374,077,889,500

1.2.1.4 | Dana Alokasi Khusus (DAK) 48,543,100,000 57,895,180,000 74,232,960,000 62,678,360,000 62,832,480,000 | 103,802,486,000 | 116,419,554,000 69,032,127,000

1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya 82,917,882,980 53,735,706,000 39,114,866,000 35,765,009,000 78,143,074,000 85,001,608,000 | 108,556,288,000 65,133,772,000

1.2.2.1 | Dana Penyesuaian 82,917,882,980 53,735,706,000 39,114,866,000 35,765,009,000 78,143,074,000 85,001,608,000 | 108,556,288,000 65,133,772,000

1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi 7,248,105,779 12,855,698,547 11,196,843,837 10,040,151,620 12,114,360,147 16,223,065,460 13,695,226,000 8,647,275,164

1.2.3.1 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak 7,248,105,779 12,855,698,547 11,196,843,837 10,040,151,620 12,114,360,147 16,223,065,460 13,695,226,000 8,647,275,164
LAIN-LAIN PENDAPATAN

1.3 YANG SAH 2,599,913,000 1,072,205,500 3,333,044,000 1,286,586,125 6,227,127,975 9,761,601,634 1,298,232,950 655,238,700

131 Pendapatan Hibah - - - - 120,542,000 9,157,406,600 1,298,232,950 460,238,700

1.3.2 Pendapatan Lainnya 2,599,913,000 1,072,205,500 3,333,044,000 1,286,586,125 6,106,585,975 604,195,034 - 195,000,000

Sumber : Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2011 s/d TW III 2017.
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Tabel. 3.2
Analisis Terhadap Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun 2011-2017

Keterangan
NO. URAIAN 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017A | RERATA Periode
Rerata
1. PERTUMBUHAN (%);
1.1. | Pendapatan Daerah - 7,48 | 14,25 | -21,06 | 12,56 | 16,28 | 16,28 10,76 2015-2017
Pendapatan Asli Daerah - 4401 | 6,10 | 11,81 | 29,82 | -9,19 | -9,19 3,56 2015-2017
1.2. | (PAD)
1.3. | Dana Berimbangan - 14,64 | 19,65 | -22,78 | 15,43 | 17,61 | 17,61 11,80 2015-2017
1.4. | Dana Penyesuaian - -35,19 | -27,21 | -8,56 | 118,49 | 8,78 8,78 51,66 2015-2017
1.5. | Transfer dari Provinsi - 77,36 | -12,90 | -10,33 | 20,66 | 33,92 | 33,92 13,00 2015-2017
1.6. | Lain-lain PAD yang sah - -58,76 | 210,86 | -61,40 | 384,00 | 56,76 | 56,76 118,02 2015-2017
2. | TAXRATIO (%);
2.1. | Tax Ratio 1 0,13 | 0,12 0,17 0,16 0,14 0,15 | -0,15 0,14 2014-2017
2.2. | Tax Ratio 2 2,24 | 2,28 1,93 1,12 0,95 1,02 1,02 1,03 2014-2017
2.3. | Retribution Ratio 0,10 | 0,20 0,16 0,04 0,06 0,09 0,09 0,08 2014-2017
TINGKAT
3. KETERGANTUNGAN,;
3.1. | Ratio PAD terhadap PD (%) 1,87 | 2,50 2,32 3,29 3,43 2,68 2,68 2,68
3.2. | Tingkat Ketergantungan 98,13 | 97,50 | 97,68 | 96,71 | 96,57 | 97,32 | 97,32 97,32

Sumber: Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2011 s/d 2017, diolah kembali.
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Walaupun terdapat kecenderungan kontribusi PAD dalam struktur
Pendapatan  Daerah  mengalami  peningkatan namun  tingkat
ketergantungannya masih sangat tinggi, yaitu 97,32 persen pada Tahun
2016. Ketergantungan tersebut terutama kepada dana perimbangan yang
merupakan transfer dari Pemerintah Pusat. Harus disadari bahwa
hakekat dari dana transfer hanyalah stimulus pada awal berdirinya
daerah otonom baru. Setelah itu, pemerintah daerah harus mempunyai
kreatifitas dalam mengelola keuangan daerahnya agar lebih banyak
memperoleh pendapatan dalam bentuk PAD demikian rupa sehingga
kontribusi PAD dalam struktur Pendapatan Daerah meningkat secara
konsisten, dengan kata lain bahwa tingkat ketergantungan kepada dana
perimbangan menurun secara konsisten pula dan berkelanjutan. Dengan
demikian, tantangan dalam lima tahun mendatang adalah optimalisasi
PAD sebagai sumber pendapatan daerah dengan memperhatikan
keberlanjutan fiskal dan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Sumber-sumber PAD yang telah ada perlu didukung oleh kebijakan
intensifikasi yang dilakukan melalui kegiatan pemutakhiran data untuk
penghitungan pengenaan atas obyek pajak daerah seperti pada Pajak
Bumi dan Bangunan (penentuan Nilai Jual Obyek Pajak yang baru), Pajak
Pembangunan I untuk hotel dan restoran (dengan cara mengharuskan
penggunaan Cash Register untuk setiap transaksi usaha yang dilakukan),
Pajak Reklame dan Pajak Hiburan, serta Retribusi Terminal, Retribusi
Pelayanan Pasar, dan retribusi lainnya. Kebijakan intensifikasi juga
dilakukan terhadap sumber-sumber penerimaan daerah yang belum
dikelola secara optimal dengan mengintensifkan kegiatan penyuluhan
kepada wajib pajak dan retribusi daerah yang diikuti dengan kegiatan
peningkatan intensitas penagihan oleh petugas. Kebijakan intensifikasi
pajak/retribusi daerah tersebut dapat dilakukan antara lain melalui:
Penyederhanaan proses administrasi pemungutan dan penyempurnaan
sistem pelayanan pajak dan retribusi daerah; Optimalisasi kerangka
regulasi yang berhubungan dengan pengelolaan pendapatan daerah;

Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar Satuan Kerja Pengelola
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Pendapatan Daerah; Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan tentang
ketentuan pajak dan retribusi daerah kepada masyarakat, wajib pajak
dan pembayar retribusi daerah; Peningkatan efektivitas, efisiensi, dan
pengawasan pelaksanaan pungutan penerimaan daerah.

Pajak daerah dalam struktur PAD belum menjadi sumber utama, satu
sama lain disebabkan oleh masih kecilnya nilai transaksi ekonomi yang
dapat menumbuhkan potensi pajak, terbatasnya wajib pajak dan belum
berkembangnya sistem pengelolaan pajak daerah. Selain itu, masih
terbatasnya PAD juga disebabkan oleh kurang berkembangnya
penerimaan retribusi daerah, belum berjalannya retribusi di beberapa
sektor dan belum tersusunnya kerangka regulasi daerah yang
berhubungan dengan optimalisasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
Oleh sebab itu, dalam lima tahun mendatang yakni periode 2017-2022
tantangan yang harus diatasi antara lain adalah perlunya percepatan
pembangunan ekonomi untuk menumbuhkan potensi pajak, intensifikasi
pendataan dan penataan pajak daerah, pembenahan administrasi
perpajakan, perbaikan pelayanan perpajakan, sosialisasi dan penyuluhan
pajak untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar
pajak. Selain itu, tantangan yang perlu dihadapi adalah meningkatkan
pelayanan publik, mengoptimalkan pengelolaan kekayaan dan asset
daerah, dan memberikan kemudahan perizinan usaha. Langkah lain yang
perlu dilakukan adalah penguatan koordinasi antar dinas/instansi
pemungut retribusi daerah. Berbagai langkah tersebut secara bertahap

diharapkan akan meningkatkan PAD Kabupaten Banggai Kepulauan.

3.2. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

Pengelolaan belanja daerah merupakan bagian dari pelaksaaan
program pembangunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran
pembangunan. Kebijakan pengelolaan belanja daerah secara bertahap
didasarkan pada anggaran berbasis kinerja dengan orientasi pada

pencapaian hasil, dan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi
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efektivitas serta dilengkapi dengan prinsip equity atau keadilan bagi
semua agar hasil pembangunan dapat dinikmati oleh semua masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
struktur belanja daerah dibedakan menjadi belanja langsung dan belanja
tidak langsung. Belanja tidak langsung diarahkan untuk pemenuhan
kebutuhan belanja pegawai, belanja bantuan sosial, belanja bantuan
keuangan kepada pemerintahan desa, serta belanja tidak terduga.
Sedangkan belanja langsung diarahkan untuk: Meningkatkan efisiensi,
efektivitas, jangkauan, mutu dan nilai tambah dalam pelayanan umum
dan administrasi pemerintahan; Melaksanakan kegiatan tugas pokok dan
fungsi Perangkat Daerah yang memenuhi kriteria kesesuaian antara
masukan dan daya dukung setiap unit kerja, antara keluaran dan
manfaat yang dirasakan masyarakat, serta antara dampak dan nilai
tambah bagi kemajuan daerah; Meningkatkan efektivitas organisasi
dengan kriteria kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit
kerja, tidak terjadi tumpang tindih, dan dapat mendorong keterpaduan
tindakan antar unit.

Kebijakan umum belanja daerah harus menganut asas keadilan
anggaran. Hal ini diartikan bahwa pendapatan daerah pada hakekatnya
diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang
dipikul oleh segenap lapisan masyarakat. Pemerintah Daerah
berkewajiban mengalokasikan penggunaan pendapatan di dalam belanja
secara reprensentatif dan proporsional agar dalam pemberian pelayanan
dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi.
Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah harus diupayakan dapat
memperkuat alokasi anggaran di sektor publik untuk mengejar target-
target sasaran Renstra sehingga dalam penyusunan APBD dilakukan
peningkatan secara proporsional antara jumlah alokasi belanja tidak
langsung dengan belanja langsung. Kebijakan dalam belanja tidak

langsung, meliputi: Belanja tidak langsung diarahkan dengan prinsip
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efisiensi pada seluruh kegiatan serta diupayakan untuk mendorong
tercapainya efektivitas kegiatan yang semakin meningkat dan memberi
nilai tambah bagi kualitas pelayanan umum dan administrasi
pemerintahan; Belanja tidak langsung selalu diupayakan diarahkan pada
kegiatan yang memenuhi kriteria-kriteria yaitu masukannya proporsional
dengan daya dukung yang tersedia pada setiap unit kerja, keluarannya
dapat dihitung secara akurat, hasilnya dapat tergambarkan, manfaatnya
dapat terasakan oleh masyarakat, dan dampaknya memberikan nilai
tambah bagi kemajuan daerah; Belanja tidak langsung diharapkan
mampu mendorong efektifitas organisasi Pemerintah Daerah sehingga
kegiatan-kegiatan aparatur dapat dibiayai sepanjang memenuhi kriteria
yaitu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja, tidak terjadi
tumpang tindih, dan dapat mendorong keterpaduan tindakan antar unit.

Kebijakan Belanja Langsung diarahkan untuk: Mempercepat
operasionalisasi pencapaian visi daerah terutama menjadikan sektor-
sektor unggulan sebagai pendorong kapasitas daerah serta menunjang
penguatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; Meningkatkan
kapasitas peranan sektor/bidang penentu yang meliputi peningkatan
sarana dan prasarana wilayah/perhubungan, penguatan bidang umum
pemerintahan, dan peningkatan pendapatan daerah; Mendukung upaya
peningkatan kualitas SDM melalui penyediaan layanan pendidikan dan
kesehatan masyarakat Menumbuh kembangkan aktivitas perekonomian
masyarakat berbasis pontensi lokal; Memberikan perhatian yang
proporsional bagi belanja publik antar bidang penentu, bidang kebutuhan
dasar, dan bidang penunjang yang secara sinergi dan komprehensif
dengan bidang-bidang andalan untuk pencapaian visi dan misi yang telah
ditetapkan.

Untuk mengefektitkan dan mengefisiensikan alokasi dana,
dilakukan analisis belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.
Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari
kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada

periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan
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untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan = pengeluaran
pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas
pendanaan pembangunan daerah. Analisis ini sekurang-kurangnya
dilakukan melalui analisis proporsi realisasi belanja daerah dibanding
anggaran dan Analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan

aparatur.

Tabel 3.3 berikut dijabarkan proporsi realisasi belanja terhadap
target anggaran Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015 sampai
dengan tahun 2017 TW III. Dari tabel tersebut proporsi penyerapan
anggaran untuk belanja tidak langsung (dalam perubahan nomenklatur
menjadi belanja operasional) pada Tahun 2015 sebesar 86,39 persen dari
rencana. Rencana belanja operasional sebesar Rp502 Milyar, tetapi dalam
realisasinya sebesar Rp434 Milyar. Pada belanja Modal justru mengalami
penyerapan yang hanya sebesar 76,61 persen dengan target sebesar
Rp223 milyar, tetapi realisasi hanya sebesar Rpl71 Milyar. Dari
komponen belanja modal, belanja asset tetap lainnya mengalami
penyerapan anggaran yang tinggi yaitu sebesar 88,39 persen. Untuk
belanja modal jika dilihat dari sisi penyerapan anggaran selain
proporsinya masih belum setinggi penyerapan pada belanja operasional
juga belum dapat disimpulkan bagaimana dengan output yang dihasilkan
dari penyerapan tersebut karena hal ini masih perlu dikaji lebih
mendalam. Pada Tahun 2017 TW III, proporsi belanja operasional
terhadap anggaran sebesar 54,81 persen dengan target sebesar Rp616

Milyar dan dalam TWIII baru terealisasi sebesar Rp337 Milyar.

Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan belanja daerah
antara lain adalah: Belum adanya konsistensi peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang struktur keuangan daerah. Selain itu,
peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah
terus mengalami perubahan yang menyebabkan keterlambatan dalam
proses penyusunan anggaran, mengganggu kelancaran dalam

pelaksanaan anggaran dan menghambat kecepatan dalam pelaporan
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pertanggungjawaban  pelaksanaan anggaran; Adanya perubahan
peraturan perundangan yang sangat cepat tanpa diikuti oleh sosialisasi
juga telah menyebabkan keterlambatan penyesuaian terhadap peraturan
yang baru dan berdampak terhadap kurang optimalnya penyerapan
belanja daerah; Terbatasnya pemahaman aparatur terhadap tata cara dan
teknis penyusunan anggaran dan teknis pengalokasian dana terutama
dalam penentuan prioritas belanja dengan mengacu pada prinsip
anggaran berbasis kinerja; Belum adanya standar pelayanan minimal
sebagai acuan dalam mengalokasikan anggaran belanja daerah; Belum
adanya standar analisis belanja sebagai acuan yang digunakan untuk
mengukur tingkat kewajaran belanja dan beban kerja; Belum semua
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baik Dinas, Kantor, Badan maupun
Bagian menggunakan anggaran berbasis kinerja sebagai dasar
penyusunan anggaran. Kondisi ini menyebabkan kesulitan dalam
menetapkan indikator kinerja program dan kegiatan setiap OPD dan
ketidaktepatan dalam mengalokasikan belanja daerah untuk mewujudkan

tujuan dan sasaran pembangunan.

Dalam analisis belanja daerah hal yang perlu untuk diperhatikan
dan dianalisis lebih lanjut adalah belanja periodik dan pengeluaran
pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Analisis ini
diperlukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan
pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar
dalam suatu tahun anggaran. Belanja periodik yang wajib dan mengikat
adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda
pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah seperti
gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, belanja jasa
kantor, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja

sejenis lainnya.
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Tabel 3.3
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Target Anggaran Belanja
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015-2017

Urdan 2015 (Target) 2015 (Realisasi)  |(%)  [2016 (Target) 2016 (Realisasi) ~ |(%) 2017 (Target) 2017 (Realisasi) ~ |(%)
Belanja Operasi 502,936,928,933.00(434,489,219,416.00]  86.39| 596,104,164,676.00| 540,890,967,446.00|  90.74| 616,402,922,190.00(337,869,717,856.00| 54.81
Belanja Pegawai 273,257,306,704.00(241,971,080,243.00]  88.55| 301,204,119,518.00| 274,686,653,329.00{  91.20| 323,028,625,500.00| 185,457,205,769.00| 57.41
Belanja Barang dan Jasa 133,030,968,729.00( 97,941,606,598.00] 73.62| 126,631,033,558.00 98,575,665,593.00f  77.84| 129,424,981,390.00 59,007,830,487.00( 45.59
Belanja Hibah 8,424,952,800.00{ 8,205,000,000.00] 97.39| 38,933,032,800.00] 38,617,600,000.00f 99.19| 1,900,000,000.00{ 1,800,000,000.00{ 94.74
Belanja Bantuan Sosial 4,380,500,000.00{ 4,127,749,850.00] 94.23 562,000,000.00]  303,000,000.00, 53.91 370,000,000.00  225,000,000.00] 60.81
Belanja Bantuan Keuangan 83,843,200,700.00( 82,243,782,725.00] 98.09| 128,773,978,800.00| 128,708,048,524.00|  99.95| 161,679,315,300.00 91,379,681,600.00[ 56.52
Belanja Modal 223,821,086,841.00(171,459,278,458.16|  76.61| 183,738,427,937.00| 155,729,035,029.00{  84.76| 218,500,593,481.00(107,497,244,245.00| 49.20
Belanja Tanah 7,716,798,649.00| 5,678,643,529.00] 73.59| 5,301,649,000.00] 4,084,253,600.00{ 77.04| 15,450,631,850.00| 3,766,924,550.00| 24.38
Belanja Peralatan dan Mesin 47,320,608,150.00| 40,075,259,193.16| 84.69| 34,458,131,134.00| 28,064,023,749.00| 81.44| 29,387,071,047.00| 11,944,842,542.00| 40.65
Belanja Bangunan dan Gedung 65,602,510,452.00{ 37,193,649,535.00| 56.70| 26,086,657,380.00| 22,981,113,496.00 88.10| 45,121,055,213.00| 18,050,917,820.00{ 40.01
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 101,987,289,090.00| 87,456,431,701.00| 85.75 117,487,640,423.00| 100,204,369,184.00|  85.29| 127,270,665,371.00| 73,513,336,333.00| 57.76
Belanja Aset Tetap Lainnya 1,193,880,500.00| 1,055,294,500.00| 88.39 404,350,000.00]  395,275,000.00f 97.76| 1,271,170,000.00]  221,223,000.00{ 17.40
Belanja Tak Terduga 3,434,495,258.10(  553,800,000.00] 16.12[ 6,597,494,648.61]  229,526,115.00 3.48| 2,000,000,000.00] 2,000,000,000.00( 100.00
Belanja Tak Terduga 3,434,495,258,10{  553,800,000.00] 16.12|  6,597,494,648.61 229,526,115.00 3.48|  2,000,000,000.00] 2,000,000,000.00( 100.00
Transfer 2077311800 583642506| 28.10 2150286000 0 0.00 1906595000 0| 0.00
Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA 1038655900 291821253 28.10 1075143000 0 0.00 953297500 0 0.00
Bagi Hasil Pajak 785750000 291821253 37.14 775800000 0 0.00 491522500 0 0.00
Bagi Hasil Retribusi 252905900 0f 0.00 299343000 0 0.00 461775000 0 0.00
Jumlah 732,269,822,832.10|607,085,940,380.16| 207.22| 788,590,373,261.61( 696,849,528,590.00| 178.97| 838,810,110,671.00|447,366,962,101.00| 204.01

Sumber: Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan :

kembali

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015 s/d 2017 TW III, diolah
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Pada tabel 3.4 disajikan belanja wajib dan mengikat serta prioritas

utama Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015 dan Tahun 2016. Dari

tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa dari komponen belanja yang wajib

mengikat serta prioritas utama hanya diperuntukkan untuk komponen

belanja gaji dan tunjangan tanpa memperhatikan komponen lain berupa

belanja beasiswa pendidikan untuk PNS dan lain-lain yang pada dasarnya

untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

Tabel 3.4

Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015-2016

No Uraian 2015 2016
A Belanja Tidak Langsung 192,188,556,533.00( 240,062,477,283.00
1 Belanja Gaji dan Tunjangan 192,188,556,533.00 2,311,141,641.00
Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD
2 serta Operasional KDH/WKDH 0.00 0.00
Belanja Bunga 0.00 0.00
4 Belanja bagi hasil 0.00 0.00
Dst.. 0.00 0.00
B Belanja Langsung 0.00 0.00
Belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan
1 tenaga medis. 0.00 0.00
2 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 0.00 0.00
Belanja Jasa Kantor ( khusus tagihan bulanan kantor
3 seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya) 0.00 0.00
Belanja sewa gedung kantor (yang telah ada kontrak
4 jangka panjangnya) 0.00 0.00
Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (
5 yang telah ada kontrak jangka panjangnya) 0.00 0.00
Dst ... Belanja Sewa Sarana Mobilitas 0.00 0.00
C PembiayaanPengeluaran 0.00 0.00
1 Pembentukan Dana Cadangan 0.00 0.00
2 Pembayaran pokok utang 0.00 0.00
Dst... 0.00 0.00
0.00 0.00
TOTAL (A+B+C) 192,188,556,533.00( 240,062,477,283.00

Sumber: Laporan realisasi anggaran Organisasi

Banggai Kepulauan Tahun 2015-2016, data

Perangkat Daerah Se-Kabupaten

diolah
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realisasi

belanja

untuk

pemenuhankebutuhan aparatur di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun

2015 sampai dengan Tahun 2016. Realisasi pemenuhan belanja aparatur

dari komponen belanja tidak langsung yaitu belanja gaji dan tunjangan di

Tahun 2016 sebesar Rp240 milyar. Pada komponen belanja langsung

Tahun 2016 sebesar Rp22 milyar, komponen tersebar dari belanja ini

yakni belanja modal (kantor, meubelair, peralatan dan perlengkapan dan

lain-lain) sebesar Rp20 milyar. Belanja lainnya yang cukup tinggi yaitu

belanja makanan dan minuman, yaitu sebesar Rpl milyar. Rincian

belanja pemenuhan kebutuhan aparatur tersaji pada tabel 3.5.

Tabel 3.5
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Banggai Kepulauan, Tahun 2015-2016

Uraian

A Belanja Tidak Langsung 192,188,556,533.00 | 240,062,477,283.00
1 | Belanja Gaji dan Tunjangan 0.00 | 240,062,477,283.00
2 | Belanja Tambahan Penghasilan 0.00 0.00

Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta
3 | Operasional KDH/WKDH 0.00 0.00
4 | Belanja Pemungutan Pajak Daaerah 0.00 0.00

B Belanja Langsung 39,309,754,123.00 | 22,907,745,725.00
1 | Belanja Honorarium PNS 0.00 0.00
2 | Belanja Uang Lembur 0.00 0.00
3 | Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 0.00 0.00
4 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingann

Teknis PNS 233,793,900.00 240,711,900.00
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingann
5 [ Teknis PNS 0.00 0.00
6 | Belanja Makanan dan Minuman 249,565,000.00 1,121,168,000.00
7 | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 3,614,000.00 202,214,000.00
8 | Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu 0.00 549,148,100.00
9 | Belanja Perjalanan Dinas 0.00 0.00
10 | Belanja Perjalanan Pindah Tugas 0.00 0.00
11 | Belanja Pemulangan Pegawai 0.00 86,317,800.00
Belanja Modal (Kantor, Meubelair, peralatan dan
12 | Perlengkapan dil.) 1,347,187,000.00 | 20,708,185,925.00
TOTAL 231,498,310,656.00 | 262,970,223,008.00

Sumber: Laporan realisasi anggaran OPD Tahun 2015-2016, data diolah
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Pada tabel 3.6 di Tahun 2015 persentase total belanja untuk
pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran
sebesar 37,98 persen sedangkan pada Tahun berikutnya pada Tahun
2016 mengalami penurunan sebesar 0.42 poin atau sebesar 37,56 persen.

Tabel 3.6
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015-2016

Total belanja ~ Total pengeluaran
untuk pemenuhan (Belanja +
kebutuhan Pembiayaan

aparatur (Rp)  Pengeluaran) (Rp) Prosentase (%)

Uraian (a) (b) () / (b) x 100%
1 |Tahun anggaran 2015 231,498,310,65.00{ 609,494,119,127 37,98

2 |Tahun anggaran 2016 262,970,223008.00 700,099,528,590 37,56

Sumber: Tabel 3.5

3.3. PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah ditetapkan untuk menutup defisit atau
memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan
pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

(1) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu
dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun
pada tahun anggaran berikutnya, meliputi sisa lebih perhitungan
anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan,
hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman
daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan
piutang daerah.

Kebijakan penerimaan pembiayaan sebaiknya mencegah terjadinya
Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dengan menerapkan

perencanaan dan penganggaran secara terpadu dan konsisten, serta
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prinsip perencanaan dan anggaran berbasis kinerja. Selain itu,
penggunaan SiLPA dilakukan secara cermat untuk mempertahankan
kesinambungan fiskal dan menjaga keberlanjutan pelayanan umum.
(2) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima
kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada
tahun anggaran berikutnya, yang meliputi pembentukan dana cadangan,
penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok
utang, dan pemberian pinjaman daerah.

Pada Tabel 3.7 disajikan gambaran penutup Defisit Riil Anggaran
Tahun 2015-2017 TWIIL

Tabel 3.7
Penutup Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015-2017

Uraian (n-3) =2015 (n-2)=2016 (n-1) =2017
Rp Rp Rp
1 |Realisasi Pendapatan Daerah 606,230,528,647.67 | 704936610567.69 542206771303.84
Dikurangi Realisasi
2 |Belanja Daerah 606794119127.16 | 696,849,528,590.00 | 446,866,962,101.00
3 [Pengeluaran Pembiayaan Daerah 2,700,000,000.00 3,250,000,000.00 0.00
A [DefisitRiil -3,263,590,479.49 4,837,081,977.69 95,339,809,202.84
Ditutup oleh Realisasi Penerimaan Pembiayaan
4 |Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya| 109116086807.10 | 105,852,496,327.00 0.00
5 |Pencairan Dana Cadangan 0.00 0.00 0.00
6 [Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 0.00 0.00 0.00
7 |Penerimaan Pinjaman Daerah 0.00 0.00 0.00
8 [Penerimaan kembali pemberian barang pinjaman daerah 0.00 0.00 0.00
9 [penerimaan piutang daerah 0.00 0.00 0.00
B |Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah 109116086807.10 | 105,852,496,327.00 0.00
A-B |Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan -112,379,677,286.59 | -101,015,414,349.31 | 95,339,809,202.84

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupate Banggai Kepulauan Tahun 2015-2017
TWIII, data diolah

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2015 kebijakan
anggaran yang digunakan untuk menutup defisit riil anggaran pemerintah
daerah sebesar Rp(3.263.590.479,49) adalah dengan menambahkan
penerimaan pembiayaan sebesar Rpl09 Milyar. Pada tahun tersebut
besarnya belanja adalah Rp606,7 Milyar,- sedangkan pendapatan hanya
sebesar Rp606,2 Milyar, sehingga besarnya SILPA tahun anggaran

berkenan adalah sebesar minus Rpl12 Milyar. Tahun anggaran 2016
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pendapatan daerah yang terealisasi Rp704 Milyar,- sedangkan belanja
sebesar Rp696 Milyar,-. Pada tahun ini sisa lebih pembiayaan anggaran
tahun berkenan sebesar minus Rp101 Milyar. Tahun 2017 belum dapat
dianalisis karena data yang tersedia masih sampai pada TWIII dan belum
diketahui berapa besar dana yang menjadi sisa lebih perhitungan
anggaran tahun anggaran sebelumnya. Dari hasil analisis Tahun 2015
dan Tahun 2016 mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan yang
tidak efektif karena masih menyisihkan SILPA yang besar. Merujuk pada
ketentuan Pasal 62 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kondisi inisumber
terjadinya SiLPA berasal dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan
penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain
pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan,
penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan
akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
Kebijakan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Banggai Kepulauan,
sebaiknya mendorong percepatan pengembangan ekonomi daerah melalui
pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal; Menjamin
kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
dengan pinjaman daerah pada saat terjadi defisit anggaran; Mendukung
penyertaan modal dan pemberian pinjaman pada saat terjadi surplus
anggaran dengan tetap mempertimbangkan kesinambungan fiskal daerah

dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Neraca daerah merupakan salah satu laporan keuangan daerah yang
menyajikan informasi mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada akhir
tahun anggaran. Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan menyusun
neraca dengan mengumpulkan, menganalisis, mencatat anggaran dan
realisasinya ke dalam pos-pos neraca. Neraca Daerah Kabupaten Banggai

Kepulauan selama periode 2011 — 2016 disajikan pada Tabel 3.8.
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Tabel 3.8
Pertumbuhan Neraca Tahun 2011-2016 Kabupaten Banggai Kepulauan

No. Uraian Rerata
2010} 2011 2011 2012] 2012] 2013] 2013] 2014 2014 2015 (%) 2015 2016 p(%)
01.00[ASET P (%) P (%) P (%) p%)
(OL01{ASET LANCAR
0L01.01Kas 800.206.08,45  29.956.555.394,00{ 3644%|  29.956.555.394,00|  52.023.034.779,32| 74%| 52.023.034.779,32|  79.303.740.175,00 52% 79.303.740.075,00]  111.223325200,0|  40%  111.223325200,10| 119.588311379,61| 8%  119.588.311379,61| 119.962.614.79,62 0% 35%
01.0L.02|Pivang 11.154.714.705 1.154.714.705| -90% 1.154.714.705| 393.705.543| -66%| 393.705.543 4.936.446.215| 1154% 4,936.446.215| 2473028.15300]  50% 2.473.028.153,00 445407466144  80% 4.454074.66144 -100%|  204%)
010,03/ Persediaan 2.667.101.757,06) 3.213.005.087,88)  20% 3.213.005.087,88] 2476.693.301,14| -23%| 2476,693.391,14 2710.517.648,94 %% 2.710.517.648,94) 186847652732  31% 1.868.476.527,32 6.142.431.474,25  229%| 6.142.431.474,25 0| -100%|  17%)
[Total Aset Lancar 14.622.022.543,51|  34.324.275.186,88| 135%| 34.324.275.186,88) 54.893.433.713,46| 60%| 54.893.433.713,46|  86.950.704.038,94| 58% 86.950.704.038,94| 115.564.829.880,42 33%| 115.564.829.880,42 | 130.184.817.515,30| 13%| 130.184.817.515,30|  11996261479662%| 8% 31%)
01.02{ASET TETAP 0%
01.02.01{Tanah 110.217.41863,00 109420604204 -1%|  109.420.604.244| 109.86355324400| %] 1098635532400  62.069.209.780,00] -44%|  62.069.209.780,00 65.345.863.999,00 5% 65.345.863.999,00( 1979.839.671.012,00] 2930%| 1979.839.67101200] 76.212.724.92800]  -96%| 559%
01,02.02|Peralatan dan mesin 139.808.730.297,00 141.272.009699]  1%|  141272.029.699 177.166.42801000| 25%| 177.166.428.01000| 161.173.798.868,67| -9%|  161.173.798.868,67 181.196434.19567|  12% 181196434.19567|  189.872.57409375| 5% 189.872.574.003,75| 245.459.335.268,79) 29w  13%
01.02.03{Gedung dan bangunan 139.808.730.297,00  315.938.813.188,61 126%| 315.938.813.188,61| 373808.27438361| 18%| 373808.27438361| 323.312.866.824,61) -14%|  323.312.866.824,61 372737.054.06051|  15%) 372.737.054.060,51 393.205.387.09551| 5% 393.205.387.095,51|  426.40.851.930,51 8%l 7%
01.02.04)alan, irgasi,dan jaringen 550.396.771.597,00]  623.158.426.891,00] 11%| 623.158.426.891,00| 6821187159700 %%| 682.118.71597700| 647.971479.953,67| -5%|  647.971.479.95367 696.325.250922,67 7% 696.325.250922,67 766.625.832.180,15|  10% 766.625.832.180,15  867.504.8%6.96067|  13%| 7%
01.02.05Aset tetap ainnya 13.238.799.00000|  13.804446.90000  4%|  13.804.446.900,00) 0 0 13.372.629.868,00 13372.629.868,00 3.763.668.467,00]  -72%| 3.763.668.467,00(  14.350.866.067,00| 281%  42%|
01,02.06]Konstruks! dalam pengerjaan 102.698.830,00  8.731.936.271,00[8402%|  8.731.936.271,00 0 0 5.457.867.994,00 5.457.867.994,00 11.998.102331,52|  120% 11.998.102.331,52|  11.988.104.832,00 [
01.02.07|dst v 0%
ITOTAL ASET TETAP 962573.148.652,00]  1212.326.257.194] 26%|  1212.326.257.194| 1.342.956.971.614)61| 11%| 1.342.956.971.614,61| 1194527.355.426,95 -11%| 1.194.527.355.426,95] 12% 151% 1641956.739.98697|  51%| 2%
(OL.03[ASET LAINNYA o
01.03.01Tagjhan penjualan angsuran 0|  60.783.916.873,00 60.788.916.873,00} 0) 0 0| 0| 10.151.060.349,00 10.151.060.349,00 21,012.510.753,00 0%
Tagihan tuntutan ganti  kerugian|
01.03.02|daerah 0) 0 0) 394.327.891,79| -12%) 394.327.891,79 7.358.623,25| -98% 7.358.623,25 0 0 0 0 -22%)
01.03.03[Kemitraan dengan pihak kedua 447.953.890,67) 447.953.890,67| 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
01.03,04|Aset tak berwujud 0) 0 0 0 0 0 0%|
01.03,05{dSt 0 0 0 0 0%
ITOTAL ASET LAINNYA 0| 61236.870.763,67 61.236.870.763,67 394327891,8| -100% 394327891,8 7358623,25| -98% 7358623,25|  10.151.060.349,00 |##4##4#|  10.151.060.349,00 | #R##SEER S EESE |4e8248 0| 2101251075300 34357%
|JUMLAH ASET DAERAH 977.195.171.195,51| 1.307.887.403.144,16| 34%| 1.307.887.403.144,16| 1.398.244.733.219,86| 7% 1.398.244.733.219,86| 1.281.485.418.089,14| -8%| 1.281.485.418.089,1 14%| 376%) 1782931.865.536,59|  -49%|  68%
0%
02.00{KEWAJIBAN 0%
02.01{KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 0%
02.0101|Utang perhitungan pihak ketiga 11.487.302.410,00 410329.588,02| -96% 410.329.588,02) 587.227.546,14|  43%| 587.227.546,14 4.863.042.498,14| 728% 4.863.042.498,14 1.999.052.291,00(  -59%| 1.999.052.291,00 13.701.015.052,00 585% 13701.015.052,00] ~ 1368.608.910,50|  -90%| 242%)
02.01.02{Uang muka dari ks daerah 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0%
02.01.03|Pendapatan diterima dimuka 0) 0 0 0 0 0 0%|
02.01.04{ DSt 0%
[TOTAL KEWAJIBAN 11.487.302.410,00 410.329.588,02| -96% 410.329.588,02 587.227.546,14)  43% 587.227.546,14) 4.863.042.498,14| 728% 4.863.042.498,14)  1.999.052.291,00| -59%  1.999.052.291,00| 13.701.015.052,00| 585% 13.701.015.052,00 136860891050  -90%| 242%
03,00{EKUITAS DANA 0%
03,01{EKUITAS DANA LANCAR 0%
030L01[siLPA 2.860.799.658,41|  30.068.059.392,98| 948%| 30.068.059.392,98| 5141888913618 71%| 51418889.136,18|  74.338.907.251,36| 45% 74.338.907.251,36 109.116.086.807,10|  47% 109.116.086.807,10 0,00) 000  4837.081.977,69 32%
03,01.02]Cadangzn pivtang 1,512.251.116,00 2,922.160.059,33| 93% 2.922.160.059,33| 135619620321 -54%| 135619629321  6.126.100.373,85| 352% 6.126.100.373,85 3.666.040.935,00(  40% 3.666.040.935,00 0,00| 0,00| -701.259.932,00) 52%
03,0103 Cadangan persediaan 2.667.101.757,06) 3,213‘005.087,88| 20% 3.213.005.087,88| 2476.693.301,14| -23%| 2476.693.391,14 2710.517.648,94 %% 2.710.517.648,94) 1.868.476.527,32|  -31% 1.868.476.527,32, 0,00| 0,00| 6.309.198.274,25 -9%
03000845 | | | 0,00 0,00 0%
ITOTAL EKUITAS DANA 7049152531[ 35.203.224.540,19[ 414%|  36.203.224.540,19|  55.251.778.820,53| 53%| 55.251.778.820,53|  83.175.525.274,15| 83.175.525.274,15| 114.650.604.269,42 38%| 114.650.604.269,42 0,00 0,00{  10.445.020319,94 18%
03,02 EKUITAS DANA INVESTASI I 1,212,326.257.193,61| 1.212.326.257.193,61 0%
03.0201|Diinvestasikan dalam asettetap  |1.130.113.927.764,61 1.212.316.257.193,61| 7%| 1.212.326.257.193,61| 1370.456.92866561| 13%| 1370.456.928.66561| 1.219.069.035.442,85| -11%| 1.219.069.035.442,85  1.334.435.101.039,85 9% 1.334.435.101.039,85 0,00 0,00| 1.641.956.739.986,97| 2%
03.02.02{Diinvestaskan dalam aset ainnya 0 61,236.870.763,67| 61.236.870.763,67|  2665350223079| -56%| 2665350223079  348.038.925.604,58| 1206%|  348.038.925.604,58) 1015106034900  97% 10.151.060.349,00 0,00 0,00  21.713.770685,00) 210%)
03.02.03[dSLcc 1485.889.385.150,89| 2.485.889.385.150,89) 1.397.110.430.896,40] 1567.107.961.047,43| 12%| 1567.107.961.047,43| 1344586.161.38885|  -14%| ##kH#REEEREEER 0,00 1663.670.510.671,97 0%
JUMLAH KEWAJIBAN  DAN
[EKUITAS DANA 1.148.650.382.706,08 2522.502.939.279,10’ 120%| 2.559.116.493.407,31| 1.508.788.443.629,74| -41% 1.452.949.437.263,07’ 1.655.146.528.819,72‘ 14%|  3.310.293.057.639,44| 10.151,060.349,00) -100%| 1.461.235.817.949,27|  13.701.015.052,00( -99%|  3.489.191.067.747,23| 1.675484.139.90241|  -52%| -56%

Sumber: Bappeda Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017
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Selama periode 2011- 2016 total aset yang dimiliki Pemerintah
Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan mengalami fluktuasi dengan rata-
rata pertumbuhan selama periode tersebut sebesar minus 49 persen yaitu
dari Rp977.195.171.195,51,- pada Tahun 2016 menjadi
Rp1.782.931.865.536,59,. Peningkatan tertinggi terjadi pada aset lancar
berupa kas, piutang, dan persediaan, yaitu sebesar 31 persen;
Peningkatan aset selama periode 2011-2016 tersebut juga diikuti oleh
peningkatan kewajiban (hutang) berupa utang perhitungan pihak ketiga
bahkan dengan laju pertumbuhan yang lebih tinggi yaitu dengan rata-rata
pertumbuhan tahunan sebesar 242 persen. Sementara itu ekuitas
Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan pada kurun waktu yang sama,
berupa dana lancar tumbuh sebesar 18 persen, dan Ekuitas dana lancar

berupa SILPA sebesar 32 persen.
3.4. KERANGKA PENDANAAN

Kerangka Pendanaan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk periode
perencanaan lima tahun ke depan yakni Tahun 2018 - 2022, disusun
dengan mengacu kepada Kebijakan Fiskal yang ditempuh, yaitu ;

i.  Mengoptimalkan potensi pajak daerah yang ada dalam
perekonomian daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi
perpajakan;

ii. Mengoptimalkan potensi retribusi daerah yang ada dalam
perekonomian daerah dengan lebih mengutamakan intensifikasi
penarikan retribusi;

iii. Mengoptimalkan potensi lain-lain pendapatan daerah yang ada
dalam Aset Daerah;

iv. Menyelenggarakan Fiskal Daerah secara transparan dan akuntabel,

v. Penyelenggaraan Fiskal Daerah didasarkan kepada azas keadilan,
pemerataan, kemanfaatan, dan kesejahteraan masyarakat;

vi. Secara konsisten mengurangi ketergantungan fiskal kepada dana
transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi

Tengah.
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Keenam kebijakan fiskal tersebut harus dijabarkan dalam berbagai
Peraturan Daerah yang dan dilaksanakan dengan disiplin yang semakin
baik.Disiplin anggaran mengajarkan kepada bahwa Anggaran harus
disusun dengan mendahulukan perhitungan yang cermat atas
kemampuan riil Pendapatan Daerah selama masa perencanaan, dalam
hal ini lima tahun kedepan. Kecermatan dalam memperhitungkan atau
dengan kata lain dalam membuat Proyeksi sangat dipengaruhi oleh
penentuan asumsi yang mendasari penyusunan proyeksi tersebut. Hal
tersebut satu sama lain merupakan refleksi dari kesadaran perencanaan
atas karakteristik masing-masing Pos Pendapatan dan Belanja. Dalam hal
penyusunan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
untuk periode perencanaan Tahun 2018 sampai dengan 2022 digunakan

asumsi-asumsi sebagai berikut ;

1. Pajak Daerah merupakan fungsi dari perekonomian daerah, dalam
hal ini PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kabupaten Banggai
Kepulauan dengan perkiraan angka elastisitas pertumbuhan sebesar
1,05, artinya bahwa bila pertumbuhan PDRB di suatu tahun tertentu
sebesar 1 persen, maka Pajak Daerah akan bertumbuh sebesar 1,05
persen. Angka elastisitas yang lebih besar dari 1 (satu) akan
berimplikasi kepada meningkatnya tax ratio,suatu kondisi yang
mengindikasikan membaiknya  efektifitas perpajakan dalam
memanfaatkan potensi pajak dalam perekonomian;

2. Retribusi Daerah merupakan fungsi dari pada PDRB Kabupaten
Banggai Kepulauan dengan perkiraan angka elastisitas pertumbuhan
sebesar 1,00, artinya bahwa bila pertumbuhan PDRB di suatu tahun
tertentu sebesar 1 persen, maka Retribusi Daerah meningkat sebesar
1 persen, dengan kata lain adanya kesamaan laju pertumbuhan
antara PDRB dengan Retribusi Daerah. Dari perspektif penerima jasa
(yang membayar retribusi), retribusi dinilai kurang adil karena
besarnya retribusi yang dibayarkan adalah sama untuk obyek yang

sama walaupun kemampuan ekonomi diantara penerima jasa
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berbeda satu sama lain. Karena sifatnya yang demikian itu, maka
walaupun diupayakan meningkatnya pendapatan Retribusi namun
tidak diharapkan retribution ratio menjadi meningkat. Ini merupakan
salah satu implikasi dari kebijakan pertumbuhan ekonomi yang
berkeadilan ;

3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
merupakan pos laba perusahaan milik daerah yang terdiri dari
bagian laba yang dibagikan dari Bank Sulteng dan laba perusahaan
daerah lainnya, dalam hal ini Perusahaan Daerah Air Minum
merupakan fungsi dari kinerja masing-masing perusahaan yang
bersangkutan, diasumsikan bertumbuh rata-rata 6,80 persen per
tahun ;

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terdiri dari Penerimaan
Jasa Giro, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan dalam
bentuk Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan,
Pendapatan dari pengembalian (gaji, tunjangan dan lain-lain), dan
Pendapatan dari BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) misalnya
dari Rumah Sakit bila ststusnya diubah menjadi BLUD sebagaimana
yang terjadi di daerah lainnya. Dalam hal ini, Pendapatan BLUD
merupakan fungsi dar perekonomian daerah yaitu PDRB dengan
asumsi elastisitas pertumbuhannya 1,04 ;

5. Dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Pusat merupakan fungsi dari
PDRB Kabupaten Banggai Kepulauan dengan elastisitas 1,10 ;

6. Dana bagi hasil dari sumber daya alam merupakan fungsi PDRB
Kabupaten Banggai dengan elastisitas 1,10;

7. Dana Alokasi Umum merupakan fungsi dari Pendapatan APBN.
Pendapatan Negara merupakan fungsi dari perekonomian nasional,
dalam hal ini PDB (Produk Domestik Bruto) dengan elastisitas1,05;

8. Dana Alokasi Khusus merupakan fungsi dari Pendapatan APBN dan
kesiapan daerah untuk mempersiapkan berbagai dokumen yang
dibutuhkan untuk memperoleh DAK, dalam hal ini diasumsikan

bertumbuh rata 10,00 persen per tahun ;
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9. Dana Penyesuaian yang sebagian besar merupakan transfer Dana
Desa dari Pemerintah Pusat merupakan fungsi dari rata-rata alokasi

dana desa untuk setiap desa setiap tahunnya yang besarannya

diasumsikan Rp800.000.000 (2018);  Rp850.000.000 (2019);
Rp900.000.000 (2020); Rp950.000.000 (2021); dan Rp1.000.000.000
(2022) ;

10. Pendapatan bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Sulawesi
Tengah merupakan fungsi dari perekonomian daerah (PDRB)
Sulawesi Tengah dengan elastisitas 1,10 ;

11. Lain-lain pendapatan yang sah merupakan besaran diluar
perekonomian dan karena itu, diperkirakan dalam batas-batas
kewajaran ;

12. Dalam lima tahun mendatang diperhitungkan kondisi Keuangan
Negara kita masih dalam bayang-bayang tekanan ratio utang
terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang mendekati 3,00 persen
(batas yang diperkenankan oleh Undang-Undang) sehingga
perkembangan sisi penerimaan APBN (Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara) juga mengalami tekanan. Kondisi tersebut
berimplikasi kepada besaran Transfer Pusat kepada Daerah (disebut
juga Dana Perimbangan), khususnya dalam bentuk Dana Alokasi

Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Berdasarkan kedua belas asumsi diatas maka proyeksi Pendapatan
Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 -2022 tersajikan
dalam Tabel 3.9 dan analisisnya yang disajikan dalam Tabel 3.10. Dari

sajian dalam kedua tabel tersebut dijelaskan sebagai berikut ;

i.  Total pendapatan daerah direncanakan meningkat secara konsisten
dari 735,020 milyar rupiah di Tahun 2017 menjadi 1.070,544
milyar rupiah pada Tahun 2022 atau meningkat rata-rata 7,81
persen per tahun, lebih rendah dari pada periode 2015-2017 yaitu
10,76 persen per tahun. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh

melemahnya pertumbuhan dana transfer dari pusat khususnya
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DAU dan DAK sebagaimana diuraikan dalam asumsi nomor urut 12
di atas;

ii. Pendapatan Asli Daerah direncanakan meningkat dari 19,21 milyar
rupiah pada Tahun 2017 menjadi 38,07 milyar rupiah di Tahun
2022 atau meningkat rata-rata 14,70 persen per tahun. Dengan
rencana tersebut, maka ratio PAD terhadap total Pendapatan
Daerah atau dengan kata lain kontribusi PAD dalam Total
pendapatan daerah direncanakan meningkat dari 2,61 persen pada
Tahun 2017 menjadi 3,56 persen pada Tahun 2022. Walaupun
masih sangat rendah namun rencana ini menunjukkan sedang
terjadinya proses ke arah kemandirian fiskal. Demikian pula, ratio
PAD terhadap PDRB meningkat dari 0,58 persen pada Tahun 2017
menjadi 0,644 persen pada Tahun 2022. Hal ini menunjukkan
rencana untuk memanfaatkan seoptimal mungkin potensi PAD yang
ada dalam perekonomian daerah. Proyeksi masing-masing pos PAD
diuraikan dalam nomor urut iii; iv; v; vi;

iii. Pendapatan pajak daerah direncanakan meningkat dari 4,18 milyar
rupiah pada Tahun 2017 menjadi 9,45 milyar rupiah pada Tahun
2022. Dengan peningkatan pajak daerah itu, maka tax ratio 1 yaitu
ratio pendapatan pajak daerah terhadap PDRB meningkat dari
0,145 persen pada Tahun 2017 menjadi 0,16 persen pada Tahun
2022. Hal ini merupakan implementasi kebijakan fiskal optimalisasi
potensi pajak daerah dalam perekonomian daerah. Kecilnya angka
tax ratio tersebut satu sama lain disebabkan oleh kecilnya nilai
ekonomi/PDRB daerah, rendahnya rerata pendapatan per kapita,
lemahnya struktur ekonomi daerah dan lemahnya interaksi inter
dan antar sektor ekonomi yang ditunjukkan oleh wujud ekspor
daerah yang pada umumnya dalam bentuk bahan mentah;

iv. Pendapatan retribusi daerah direncanakan meningkat dari 2,54
milyar rupiah di Tahun 2017 menjadi 6,50 miulyar rupiah di Tahun
2022. Dengan rencana peningkatan pendapatan retribusi daerah

seperti itu maka retribution ratio tetap pada tingkat 0,11 persen. Hal
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ini menunjukkan upaya mewujudkan azas keadilan dalam
kebijakan fiscal daerah;

v. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
direncanakan meningkat dari 0,85 milyar rupiah pada Tahun 2017
menjadi 1,20 milyar rupiah pada Tahun 2022. Kecilnya rencana
penerimaan dari pos ini satu sama lain didasari oleh kecilnya
saham Kabupaten Banggai Kepulauan dalam Bank Sulteng, dan
masih kecilnya volume usaha PDAM,;

vi. Lain-lain PAD yang sah direncanakan meningkat dari 11,63 milyar
rupiah pada Tahun 2017 menjadi 20,92 milyar rupiah pada Tahun
2022. Dengan rencana perkembangan Lain-lain PAD yang sah
seperti itu, maka rationya terhadap PDRB meningkat dari 0,3475
persen pada Tahun 2017 menjadi 0,354 persen pada Tahun 2022.
Sasaran ini akan menjadi sangat realistis antara lain dengan
mengubah status Rumah Sakit Daerah menjadi BLUD;

vii. Pendapatan Transfer yang terdiri dari dua komponen yaitu transfer
dari pemerintah pusat dan transfer dari pemerintah provinsi,
direncanakan meningkat dari 714,94 milyar rupiah pada Tahun
2017 menjadi 1.029,47 milyar rupiah pada Tahun 2022, dengan
demikian kontribusinya dalam Pendapatan Daerah menurun dari
97,27 persen pada Tahun 2017 menjadi 96,16 persen pada Tahun
2022;

viii. Dana transfer Pemerintah Pusat atau Dana Perimbangan
direncanakan meningkat dari 594,83 milyar pada Tahun 2017
menjadi 861,88 milyar rupiah pada Tahun 2022 atau meningkat
rata-rata 7,70 persen per tahun. Dengan demikian, kontribusinya
terhadap Pendapatan Daerah sedikit menurun dari 80,93 persen
pada Tahun 2017 menjadi 80,51 persen pada Tahun 2022.

ix. Dana bagi hasil pajak pusat direncanakan meningkat dari 7,77
milyar rupiah pada Tahun 2017 menjadi 14,48 milyar rupiah pada
Tahun 2022. Dengan rencana perkembangan pendapatan dana bagi

hasil pajak pusat ini maka tax rationya meningkat dari 0,20 persen
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pada Tahun 2017 menjadi 0,245 persen pada Tahun 2022, suatu
rencana yang semakin mengoptimalkan pemanfaatan potensi pajak
yang ada dalam perekonomian daerah;

x. Dana bagi hasil sumber daya alam direncanakan 13,36 milyar
rupiah pada Tahun 2017 namun menurun menjadi 9,27 milyar
rupiah pada Tahun 2018 wuntuk selanjutnya direncanakan
meningkat secara konsisten menjadi 15,54 milyar rupiah pada
Tahun 2022;

xi. Dana Alokasi Umum direncanakan meningkat dari 457,28 milyar
rupiah pada Tahun 2017 menjadi 644,36 milyar rupiah pada Tahun
2022, meningkatrata-rata 7,1 persen per tahun;

xii. Dana Alokasi Khusus direncanakan meningkat dari 116,42 milyar
rupiah pada Tahun 2017 menjadi 187,49 milyar rupiah pada Tahun
2022, meningkat rata-rata 7,5 persen per tahun;

xiii. Dana Penyesuaian direncanakan meningkat dari 108,56 milyar
rupiah pada Tahun 2017 menjadi 141,00 milyar rupiah pada Tahun
2022 atau rata-rata 5,50 persen per tahun lebih rendah dari
pertumbuhan Pendapatan Daerah 7,81 persen per tahun.
Akibatnya kontribusi Dana Penyesuaian dalam Pendapatan Daerah
menurun dari 14,77 persen pada Tahun 2017 menjadi 13,17 persen
pada Tahun 2022 ;

xiv. Dana transfer dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam
bentuk Dana Bagi Hasil Pajak direncanakan meningkat dari 11,55
milyar rupiah pada Tahun 2017 menjadi 26,59 milyar pada Tahun
2022, atau dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 13,87 persen per
tahun jauh lebih tinggi dari pada pertumbuhan Pendapatan Daerah
sebesar 7,81 persen per tahun. Dengan demikian, maka kontribusi
Dana bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi direncanakan

meningkat dari 1,57 persen menjadi 2,48 persen pada Tahun 2022.
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Tabel 3.9
Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan 2017-2022 (Rp’000)
NO URAIAN 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 PENDAPATAN DAERAH 735.020.245 | 788.161.100 | 850.092.800 917.512.000 991.129.800 | 1.070.544.700
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 19.209.104 | 23.191.000 | 25.858.200 29.195.800 33.345.900 38.075.800
PAD
1.1.1 I(Denda?oatan Pajak Daerah 4.184.116 5.425.600 6.120.700 7.010.300 8.128.600 9.455.300
1.1.2 | Pendapatan Retribusi Daerah 2.539.788 4.046.200 4.488.500 5.040.100 5.731.700 6.500.500
1.1.3 | Pendapatan Hasil Pengelolahan 858.092 900.000 967.500 1.040.000 1.118.100 1.200.000
Kekayaan Daerah yang Disahkan
1.1.4 | Lain-lain PAD 11.627.108 | 12.819.200 | 14.281.500 16.105.400 18.367.500 20.920.000
1.2 PENDAPATAN TRANSFER 714.937.489 | 763.970.100 | 822.734.600 886.316.200 955.283.900 | 1.029.468.900
1.2.1 | Transfer Pemerintah Pusat - Dana 594.827.223 | 635.353.100 | 685.134.700 739.255.800 798.146.500 | 861.875.700
Perimbangan
1.2.1.1 | Dana Bagi Hasil Pajak 7.767.960 8.276.400 9.385.000 10.767.500 12.505.500 14.478.500
1.2.1.2 | Dana Bagi Hasil Bukan Pajak 13.360.794 9.269.500 | 10.364.300 11.775.500 13.547.700 15.542.200
(Sumber Daya Alam)
1.2.1.3 | Dana Alokasi Umum (DAU) 457.278.915 | 489.745.700 | 524.517.700 561.758.400 601.643.300 | 644.360.000
1.2.1.4 | Dana Alokasi Khusus (DAK) 116.419.554 | 128.061.500 | 140.867.700 154.954.400 170.450.000 | 187.495.000
1.2.2 | Transfer Pemerintah Pusat Lainnya | 108.556.288 | 112.800.000 | 119.850.000 126.900.000 133.950.000 | 141.000.000
1.2.2.1 | Dana Penyesuaian 108.556.288 | 112.800.000 | 119.850.000 126.900.000 133.950.000 | 141.000.000
1.2.3 | Transfer Pemerintah Provinsi 11.553.978 | 15.817.000 | 17.749.900 20.160.400 23.187.400 26.593.200
1.2.3.1 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak 11.553.978 | 15.817.000 | 17.749.900 20.160.400 23.187.400 26.593.200
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN 873.652 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000
YANG SAH
1.3.1 | Pendapatan Hibah 613.652 700.000 800.000 1.000.000 1.000.000 1.500.000
1.3.2 | Pendapatan Lainnya 260.000 300.000 700.000 1.000.000 1.500.000 1.500.000
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Tabel 3.10
Analisis Terhadap Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan 2017-2022
NO. URAIAN 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | RERATA

A. | PERTUMBUHAN (%);

1. Pendapatan Daerah (PD) - 7,23 786 | 7,93 | 8,02 | 8,01 7,81

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) - 20,73 | 11,50 | 12,91 | 14,21 | 14,18 14,70

3. Dana Perimbangan - 6,81 784 | 7,90 | 7,97 | 7,98 7,70

4, Dana Penyesuaian - 3,91 6,25 5,88 5,88 5,56 5,50

5. | Transfer dari Provinsi - 36,90 | 12,21 | 13,58 | 15,01 | 14,69 13,87
6. | Lain-lain PAD yang sah - 14,46 | 50,00 | 33,33 | 25,00 | 20,00 28,56
B. | TAXRATIO (%);

1. | TaxRatio1l 0,145 | 0,2475| 0,15 | 0,153 | 0,156 | 0,16 0,152
2. | Tax Ratio 2 0,71 | 0,80 | 0,82 | 0,83 | 0,84 | 0,86 0,81

3. Retribution Ratio 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11

TINGKAT

C. | KETERGANTUNGAN;

1. | Ratio PAD terhadap PD (%) 261 | 294 | 3,04 | 3,18 | 3,36 | 3,56 3,12

2. | Tingkat Ketergantungan (%) 97,39 | 97,06 | 96,96 | 96,82 | 96,64 | 96,44 96,88

Diolah dari data dalam Tabel 3.7
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Berikutnya pada Tabel 3.11 disajikan proyeksi Kapasitas Riil
KemampuanKeuangan Daerah untuk Tahun Anggaran 2017 sebagai
tahun dasar perhitungan proyeksi untuk Tahun 2018 sampai dengan
Tahun 2022. Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah adalah Sisa
Penerimaan yang diperoleh dari pengurangan Pendapatan Daerah
terhadap Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat
serta Prioritas Utama disertai Belanja Pembiayaan. Belanja dan
pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama
terdiri atas komponen-komponen ; Belanja Pegawai; Dana Desa; dan
Alokasi Dana Desa. Belanja Pembiayaan dimaksudkan sebagai
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam
Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dan Bank
Sulteng. Beberapa asumsi yang diberlakukan dalam proyeksi komponen-
komponen Belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat
serta prioritas utama adalah sebagai berikut ;

1. Belanja Pegawai menjadi lebih efisien dan rasional sehingga

pertumbuhannya direncanakan rata-rata 5 persen setiap tahunnya;

2. Dana Desa yang merupakan dana transfer dari Pemerintah Pusat
yang disalurkan ke desa melalui APBD Kabupaten untuk setiap
desa dengan rata-rata besaran  Rp800.000.000 (2018);
Rp850.000.000 (2019); Rp900.000.000 (2020); Rp950.000.000
(2021) dan Rp1.000.000.000 (2022);

3. Alokasi Dana Desa merupakan dana transfer dari Pemerintah
Kabupaten kepada setip desa yang secara keseluruhan besarannya
merupakan 10 persen dari APBD dikurangi DAK dan Dana Desa
tahun yang bersangkutan.

Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, maka diperoleh besaran
kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setiap tahunnya dalam
periode perencanaan 2018-2022 sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.11.
Setidaknya ada tiga hal yang perlu digarisbawahi dari sajian rencana

kapasitas riilk kemampuan keuangan daerah tersebut, yaitu ;
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ii.

iii.

iv.

Rerata laju pertumbuhan Kapasitas riil kemampuan keuangan
daerah 10,60 persen per tahun; Pendapatan 7,81 persen per
tahun; dan Belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan
mengikat serta prioritas utama 5,57 persen per tahun ;

Dengan perbedaan rerata pertumbuhan tersebut dalam butir i,
maka rasio Belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan
mengikat serta prioritas utama terhadap Total Penerimaan
menurun secara konsisten dari 54,84 persen pada Tahun 2018
menjadi 50,15 persen pada Tahun 2022;

Rasio Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah terhadap
Total Penerimaan meningkat secara konsisten yaitu dari 44,66
persen pada Tahun 2018 menjadi 49,19 persen pada Tahun
2022;

Keseluruhan Dana Pembangunan yang terdiri atas Kapasitas riil
kemampuan keuangan daerah; Dana Desa; dan Alokasi Dana
Desa meningkat secara konsisten, yaitu Rp519.491,1 juta
(2018); RpS5S67.689,8 juta (2019); Rp620.714,0 juta (2020);
Rp678.741,8 juta (2021); dan Rp741.837,7 juta (2022). Dengan
demikian, rasio Dana Pembangunan terhadap Total Penerimaan
juga meningkat secara konsisten, yaitu 65,91 persen (2018);
66,78 persen (2019); 67,65 persen (2020); 68,48 persen (2021);
dan 69,30 persen (2022). Hal ini menunjukkan komitmen
Pemerintah Daerah dengan dukungan Pemerintah Pusat dan
Pemerintah  Daerah Provinsi Sulawesi Tengah kepada
Pengutamaan Belanja Pembangunan bagi kepentingan rakyat,
daerah, dan Negara;

Secara spesifik Total Alokasi Dana untuk Desa yang terdiri dari
Dana Desa dan Alokasi Dana Desa meningkat secara konsisten,
yaitu Rpl167.530,0 juta (2018); Rpl178.788,0 juta (2019);
Rp190.466,0 juta (2020); Rp202.623,0 juta (22021); dan
Rp215.205,0 juta (2022). Karena pertumbuhannya lebih lambat

dari pada pertumbuhan total penerimaan, maka Rasio Total
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alokasi dana untuk desa terhadap Total penerimaan setiap
tahunnya menurun tipis dari 21,26 persen pada Tahun 2018

menjadi 20,10 persen pada Tahun 2022.

Dari perspektif belanja, kelima hal tersebut di atas merupakan
implikasi dari pelaksanaan kebijakan efisiensi dan rasionalisasi belanja.
Dan kebijakan pengutamaan belanja pembangunan.

Jumlah kapasitas riil kemampuan keuangan yang ada tersebut
merupakan modal pemerintah derah dalam membiayai rencana alokasi
pengeluaran prioritas I, yakni berkaitan dengan program pembangunan
daerah yang menjadi unggulan kepala daerah sebagaimana diamanatkan
dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional harus dilaksanakan oleh
daerah, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20 persen dan
kesehatan sebesar 10 persen. Selain itu, program prioritas I berhubungan
langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala
besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi,
memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang
tinggi pada capaian visi/misi daerah. Selain itu, prioritas I juga
diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Rencana alokasi pengeluaran prioritas II, yakni berkaitan dengan
program prioritas di tingkat Perangkat Daerah yang merupakan
penjabaran dari analisis per urusan serta paling berdampak luas pada
masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan
prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan
dasar serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah termasuk peningkatan
kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu.

Rencana alokasi pengeluaran prioritas III, yakni berkaitan dengan alokasi
belanja-belanja tidak langsung seperti: tambahan penghasilan PNS,
belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja
bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan

desa serta belanja tidak terduga. Pengalokasian dana pada prioritas III
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baru akan dipenuhi setelah pemenuhan dana pada prioritas I dan II
terlebih dahulu. Dari tabel 3.11 kapasitas riil yang didapatkan kemudian
menjadi salah satu hal penting yang sangat menentukan pada proyeksi
anggaran untuk prioritas I, II serta III setelah prioritas I dan II terpenuhi.
Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah secara konsisten meningkat
dari Rp351.961,1 juta pada Tahun 2018 menjadi Rp526.632,7 juta pada
Tahun 2022.

Proyeksi kapasitas riil keuangan daerah untuk Tahun Anggaran 2017
sebagai tahun dasar perhitungan proyeksi untuk Tahun 2018 sampai
dengan Tahun 2022. Jumlah kapasitas riil kemampuan keuangan yang
ada tersebut merupakan modal pemerintah derah dalam membiayai
rencana alokasi pengeluaran prioritas I, yakni berkaitan dengan program
pembangunan daerah yang menjadi unggulan kepala daerah sebagaimana
diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional harus
dilaksanakan oleh daerah, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan
20 persen dan kesehatan sebesar 10 persen. Selain itu, program prioritas
I berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat
monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat
yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya
ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Selain itu, prioritas I
juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana alokasi pengeluaran prioritas II, yakni berkaitan dengan
program prioritas di tingkat Perangkat Daerah yang merupakan
penjabaran dari analisis per urusan serta paling berdampak luas pada
masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan
prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan
dasar serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah termasuk peningkatan

kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu.
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Tabel 3.11

Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai
Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018-2022

(Dalam Rp ’000)

n+1 n+2 n+3 n+4 n+5
No URAIAN 2018 2019 2020 2021 2022
1 | PENDAPATAN 788.161.100 | 850.092.800 | 917.512.000 | 991.129.800 | 1.070.544.700
, | PENCAIRAN DANA CADANGAN 0 . 0 . 0
(SESUAI PERDA)
SISA LEBIH RIIL PERHITUNGAN
3 | ANGGARAN 0 0 0 0 0
4 | TOTAL PENERIMAAN DIKURANGI | 788.161.100 | 850.092.800 | 917.512.000 | 991.129.000 | 1.070.544.700
BELANJA DAN PENGELUARAN
PEMBIAYAAN YANG WAJIB DAN
5 | MENGIKAT SERTA PRIORITAS 432.200.000 | 456.691.000 | 482.264000 | 509.011.000 | 536.912.000
UTAMA
a | (BELANJA PEGAWAI) (264.670.000) | (277.903.000) | (291.798.000) | (306.388.000) | (321.707.000)
b | (DANA DESA) (112.800.000) | (119.850.000) | (126.900.000) | (133.950.000) |  (141.000.000)
¢ | (ALOKASI DANA DESA) (54.730.000) | (58.938.000) | (63.566.000) | (68.673.000) |  (74.205.000)
6 | BELANJA PEMBIAYAAN 4.000.000 4.500.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000
KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN 351.961.100 | 388.901800 | 430.248.000 | 476.118.800 526.632.700
« | KEUANGAN
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Kapasitas riil yang didapatkan kemudian menjadi salah satu hal
penting yang sangat menentukan pada proyeksi anggaran untuk prioritas
I, II. Kapasitas riil yang didapatkan di tahun pertama (2018)
diproyeksikan mencapai Rp351.961,1 juta dan di akhir periode (2022)
diprediksi akan mencapai Rp 526.632,7 juta Pada Tahun 2018 sampai
dengan akhir periode di Tahun 2022 diproyeksikan tidak ada SILPA.
Kapasitas rill didapatkan setelah mengurangi total penerimaan dengan
belanja tidak langsung yang terdiri dari belanja dan pengeluaran yang
wajib dan mengikat serta prioritas utama, belanja pegawai, Dana Desa,
Alokasi Dana Desa, pengeluaran pembiayaan. Pada Tahun 2018
diproyeksikan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 4 Milyar dan pada
Tahun 2022 sebesar Rp7 Milyar, diperuntukkan bagi penyertaan modal
pemerintah daerah pada BUMD Kabupaten Banggai Kepulauan dan Bank
Sulteng. Alokasi Dana Desa diproyeksikan di tahun 2018 sebesar
Rp54,73 Milyar dan diakhir periode tahun 2022 sebesar Rp74,205 Milyar,
Dana Desa Tahun 2018 sebesar Rp112,8 Milyar pada akhir periode di
Tahun 2022 sebesar Rp141 Milyar.

Selanjutnya Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dialokasikan
kepada program-program yang termasuk dalam Prioritas I dan Prioritas II
sebagaimana disajikan dalam Tabel 7.3, dan Rencana distribusi anggaran
kepada masing-masing program disajikan dalam Tabel 7.4 Bab VII dari

dokumen RPJMD ini.
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